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Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Pemurah, penslitian tentang
Perbkinaan dan Pemgembangan Industri Kecil di Propinsi Jawa Tengah ini
dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan penelitian ini menyajikan sembilan bab. Bab pertama berisi
tentang latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat dan nuang lingkup
penglitian. Bab kadua berisi metodologi penelitian, bab ketiga berisi tentang
Pokok Kebijakan Pembinzan Industr, bab keempat berisi tentang gambaran
umum sektor industri di Jawa Tengah, kelima berisi tentang Karakterisitik
industri kecil dan mengngah, bab keenam berisi tentang stratifikasi industri,
bab ketujuh berisi tentang potensi, kendala, kekuatan, kelemahan, dan
peluang pengembangan industn kecil dan menengah, bab kedelapan bernisi
tentang Rencana Induk Fembinaan dan Pengembangan IKM, dan bab
kesembilan barisi tentang kesimpulan dan rekornendasi.

Kepada semua pihak yang turut membantu kslancaran dan
keberhasitan perwlisan laporan ini, mulai perancangan hingga penulisan
laporan, saya ucapkan terima kasih.

Saya berharap, laporan ini dapat bermnanfaat sebagai bahan acuan
dalam rangka pembuatan kebijakan bagi pihak-pihak yang terkait.
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BABI
PENDAHULUAN -

1.1. Latar Belakang

Keberadaan industri kecil dan menengah {IKiM) yang merupakan bagian
dari industri nasional pada hakekatnya tumbuh dari bawah, artinya, tumbuh
dari dalam masyarakat itu sendri, sabagai salah satu wujud dari
perkembangan sosial—anthrohologis dan kultural kehidupan masyarakat.
Ketrampilan yang dibutuhkan oleh (KM umtuk tumbuh dan berkembang
berakar pada potensi yang ada pada masyarakat. Dengan kata lain,
perkembangan masyarakat turut menyebabkan perkembangan KM,
misalnya : industri kecil batik adatah wujud dari berlumbuhnya Kegiatan
industri yang dilandasi ofeh sosio kultur masyarakal fertentu. Heterogenitas
masyarakat indonesia menghasiikan berbagai kegiatan industri yang

beraneka ragam sehingga membuat 1IKM bagaikan “warna” pelangi.

Di sisi {ain, pemerintah menanggapt keberadaan dan perkembangan 1Kk
melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang dipandang bermantaat bagi
seluruh IKM, Oengan demikian IKM senantiasa dipandang sebagal suatu
entitas yang harus dikembangkan dan dilindungi, karena dan ItM dapat
ditarik manfaat bagi kehidupan masyarakat. Sebagai perwuUjudan perhatian
pemerintah, pada tanggal 26 Desember 1995 Presiden RI lelah
mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 9 Tahun 1285
tentang Usaha Kecil. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan
Usaha Kecit sebagaimana yang tercanlum dalam 8ab | Kelentuan Bmum
adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria
kekayaan bersih atau  hasil penjualan tahunan  serta  kepemilikan
sebagaimana dialur dalam undang-undang imi. Sementara itu, yang
dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhian ikl
usaha, pembinaan, dan pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu

menumbuhkan dan memperkual didioya menjadi usaha yang tangguh dan
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mandiri. Adapun yang' dimaksud dengan Pembinaan dan Pengembangan
adalah upaya yang dilakukan oleh Pemarintah, dunia usaha, dan
masyarakal melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk
menumbunkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi

usaha yang tangguh dan mandiri,

Sayangnya, peraturan dan kebijakan pemerintah bagi IKM yang ada belum
dapat menyentuh irti pokok permasalahan yang dihadapi IKM. Hal-hal yang
menjadi kendala antara lain kebijakan pemerintah masih terlalu generalis
sehingga tidak dapat mengatasi hal-hal yang spesifik. Padahal [YM
membawa karakteristiknya masing-masing yang tidak dapat dipandang
secara generalis. Hal tersebut di atas menunjukkan betapa perlunya IKM
dikembangkan dengan mendasarkan pada variasi, Kkarakteristik dan
keragaman I¥M.

Be~rdasarkan Undang-Undang - Rl Nomer 9 Tahun 1985 tentang Usaha .
Kecil, kriteria Usaha Kecil seperti yang tercantum pada Bab Il tentang
Kriteria Pasal 5 ayat 1 adalah sebagai berikut:

a.  mamiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah), lidak fermasuk fanah dan bangunan tempat
usaha, atau

b mermiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
{satu miliar);
milik warga nagara indonesia;

d. berdifi sendiri, bukan merupakan anak perusahaan afau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung
maupun fidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha
Besar,

¢.  berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang lidak
berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum,
termasuk koperasi,

Mengingal bahwa dalam kenyataannya nilai kekayaan bersih dari Usaha

Kecil yang ada banyak yang kurang dari kdleria seperli yang tersebut di

Svsicuriar fraclieh Pearenercis dorm Pergromiburagan fncluster Kool b 8 Gzl L-2



atas, maka pemerintah menyadari sehingga pada Pasal 5 ayat 2
mensiratkan bahwa nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan

perkembangan perekoncemian, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terepas dari kriteria tersebut di atas, IKM selalu dianggap sebagai entitas
yang dapat menyerap tenaga kerja dalam }umlahiﬁésar terutama tenaga
kerfa yang kurang terdidik dan kurang trampil. Maka manakala mungul
masalah sempiinya masalah lapangan pekerjaan formal yang mampu

disediakan, IKM menjadi salah satu tumpuan harapan,

Selama ini hampir tidak ada koordinasi yang harmoenis dalam penyusunan
peraturan perundangan tentang IKM, termasuk dalam hal implementasi
peraturan dan kebijakan pengembangan IKM. Tidak adanya koordinasi
vang harmonis ini merupakan salah satu wujud Eiari tersumbatnya
komunikasi antara pembuoat Kebijakan dan peréturan dengan IKM iiu
spndin, fermasuk masyarakat secara luas vang berkepentingan dengan
KM, Adinya tidak ada atau belum dibukanya “pinty” untuk interakiif datam
setiap penyusunan serta pemberiakuan kebijakan dan peraturan bagi IKM.

HBerbagai latar belakang tersebut diatas menunjukkan secara tegas bahwa
pembinaan, pengembangan serta keberpihakan pada IKM selama ini masih
didasarkan pada suatu pemahaman bahwa IKM dapat diperiakukan secara
umum (gebyah wuyah). Kondisi faktual IKM berbeda-beda dan bersifat
spesifik sehingga diperiukan perdakuan yang berbeda dalam hal pembinaan
dan pengembangan untuk mengakomodasikan perbedaan-perbadaan yang
ada pada IKM.

Upaya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan yang efisien dan
alektif terhadap KM, telah dilakukan dengan melakukan stratifikasi
berdasarkan strata yang dibangun dan disusun atas dasar kondisi konkrit
KM di Jawa Tengah. Penentuan stratifikasi akan mengakomodasikan
spesifikasi (kekhasan) IKM yang pada gilirannya akan menjadi "potret” dari
kondisi nyata IKM secara komprehensif sebagai dasar penyusunan kategori

dan indikalor strata IKM di Jawa Tengah.
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Selama ini pembinaan KM dilakukan oleh berbagai- instansi pemerintah

maupun non pemerintah yang mempunyai %omilmen dan kepentingan
dalam mengembangkan KM di Jawa Tengah. Pembinaan yang dilakukan
melalui  berbagai aspek vyang dianggap relevan untuk  dapat
mengembangkan IKM. Ada instansi yang membina aspek tehnologi, ada
lembaga yang membina aspek permodalan dan terdapal sejumish instans
dan lembaga lainnya vyang membina aspek pomasaran, aspek
kelembaggan® dan bahkan secara berulang-ulang melakukan pembinaan
aspek sumber daya manusia IKM dan sebagainya. Masing-masing instansi
atau lembaga mendesain program pembinaannya secara khusus dengan
harapan IKM binaannya dapat menjadi semakin berkembang dan memiliki
daya saing kuat.

Namun maksud tersebut tidak dapat terwujud sepenuhnya sesual dengan
rencana yang diinginkan. Bahkan jauh lebih besar biaya yang harus
dikeluarkan bila dibandingkan dengan manfaat yang dapat dirasakan oleh
KM binaan. D lain pihak sering kali IKM justru menjadi “frustasi® karena
pola dan pregram pembinaan yang diperoleh terasa saling “tumpang
tindih", tidak konsisten dan berkesinambungan tanpa bisa dihindari oleh
KM itu sendin,  Kecenderungan masing-masing instansi  dalam
mengimplementasikan  program-program  pembinaannya  lebih  kuat
didorong oleh langkah-tangkah yang mencerminkan “egoisme” instansi.
Cara tersebut menghasilkan pembinaan IKM yang  dilakukan secara
terkolak-kotak sehingga tidak bisa menumbuhkan sinergi antar program.

Menyikapi permasalahan dan kondisi nil yang ada pada industri kecil dan
menengah maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa
Tengah melalui Proyek Penataan Strukiur indusiri Kecil i Jawa Tengab
Tahun 2001 metaksanakan kegialan  Penyusunan Rencana  Induk
Pembinaan dan Pengembangan induslri Kecil dan Menengah Tahap Kedua
yang merupakan kelanjutan dari kegiaton Penyusunan Pola Stratifikasi
Indusin Kecil dan Menengah di Jawa Tengah. Dengan demikian Rencanag
Induk Pengembangan dan industri Kecil {RIPPIK-II} yang maksudkan unfuk
membuat pedoman pola pembinaan dan pengembangan IKM dt Jawa
Tengah lUdak tewlepas dari REPPHC

Fware v fedeedy Peerefieneecae cheie oretemefa e foofsps hooa e Y beacagsne -



1.2, Maksud Dan Tujuan
Maksud dan lujuan :dari Penyusunan Rencana Induk Pembinaan dan

Fengembangan Industri Kecil dan Menengah antara [ain ;

1. Menyediakan kategon dan indikator strata industri kecil dan menengah
sesuai dengan kondisi nyata di Jawa Tengah secara lepal.

2. Menentukan slereclype pola pembinaan dan pengembangan bagi
masing-masing strata yang sudah ditetapkan,

3. Menyediakan bahan masukan bagi pengambil kebijakan dan penyusun

peraluran tentang IKM dalam pola pembinaan dan pengembangannya.

1.3. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dapal diperoleh dari Penyusunan Rencana Induk

Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah adalah ;

1. Hasil kegiatan yang berbentuk strata KM di Kabupaten/Kota akan dapat

‘ dijadikan sebagai “saringan” verfikal maupun herizantal dalam program-
program pemberdayaan KM,

2. Strata KM dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam proses
pemberdayaaan 1KMW,

3. Terciptanya pola pembinaan dan pengembangan IKM bagi masing-
masing strata untuk periode 5 tahun sampai dengan 10 tahun

mendatang.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Penyusunan Rencana Induk Pembinaan dan Pengembangan Industri Keci
(RIPPIK) Jawa Tengah Tahap Kedua merupakan kelanjutan dari Kegiatan
Penyusunan pola stratifikasi KM 'yang merupakan kegiatan tahun
Anggaran 2000. Secara garns besar, Penyusupan Rencana Induk
Fembinaan dan Pengembangan Industri Kecill meliputi kKegiatan yang
mempunyai ruang ingkup sebagai berikul

a) Melakukan EvaluasiiReview atas Stratifikasi yang sudah disusun dalam

RIPPIK .
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'\\ Bab !l membahas tentang metodologi, yang berisi
\3 ang lokast penelitian, jenis data, teknik pengambilan
1 data.

pglung s

oab i, rokok Kebijakan Pembinaan Industr, dibahas tentang Kebijakan
Nasional Pembinaan Industr dan Kebijakan Propinsi Jawa Tengah dalam

Fembingan Indusii.

Batr IV, Gambaran Umum Sektor industri Jawa Tengah, pembahasannya
difokuskan pada jenis industri, tenaga kerja vang terserap, dan kontribusi
sektor industri terhadap PORE Jawa Tengah. )

Bab V. Karakleristik industri Kecil dan Menengah; dibahas karakierisiik
findustri kecil dan menengah berdasarkan vanabel dary ii:tdikalcrn},ra, yang
meliputi kawirausahaan, sumber daya manusia, pemasaran, produksi,
Keuangai, kKelemahan materi pelatthan yang pemah diberkan, materi
pelakibian yang diinginkan para pelako KM, dan bentuk penyelenggaraan

pelatihan yang dianggap ideal don cucok bagl para pelaku KM,
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Bab Wi, Stratifikasi |ndustn dlhﬂhdﬂr tentang strahﬁkam yang sudah ada
dan stratifi k33| yang dlusuikan berdasarkan studr d: Iapangan

Bab VI, Peotensi dan .I{endala_ 'Pengembangan industri Kecil dan
Menengah. Pada bab ini dibahas tentang kekuatan dan kelemanhan, dan
Peluang dan Kendala dari IKM.

Bab VIIf, Rencana Induk Pembinaan dan Pehgembangan Industn Keeil dan
Menengah; yang berfsikan tentang materi pembinaan dan pengembangan,
bentuk pembinaan dan pengémbangan, dan pelaksana pembinaan dan
pengembangan. '

Bab IX, Penutup; berisi tentang simpulan dad hasil pembahasan dan
rekomendasi.
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